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TINJAUAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN®
Oleh: Ilham S. Kasim?

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana Pengaturan Jaminan
Fidusia di Indonesia dan bagaimana Hubungan
Hukum Perusahaan Pembiayaan dalam Jaminan
Fidusia. Dengan  menggunakan metode
penelitian yuridis normative disimpulkan: 1.
Jaminan fidusia dengan objek utamanya ialah
benda-benda bergerak tumbuh dan
berkembang dalam sistem hukum di Indonesia
bertolak dari ketentuan Gadai dalam KUH.
Perdata, yang menentukan objek gadai harus
berpindah  dalam  penguasaan  kreditur.
Konsekuensi hukum ketentuan ini
menyebabkan pelaku usaha (pengusaha) di
sektor rumah makan, atau perusahaan
angkutan  seperti mobil barang atau
penumpang, akan kesulitan oleh karena
objeknya harus berpindah ke tangan kreditur.
Melalui yurisprudensi tanggal 18 Agustus 1932,
putusan hakim membolehkan objek gadai tetap
berada pada tangan debitur, dan dalam
perkembangannya  yurisprudensi  tersebut
menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia. 2. Perusahaan
pembiayaan adalah perusahaan yang kegiatan
usahanya hanya meliputi: Sewa Guna Usaha
(Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Usaha
Kartu Kredit (Credit Card), dan Pembiayaan
Konsumen (Consumer Finance), yang
merupakan perusahaan yang menerapkan
sistem Jaminan Fidusia dalam hubungan
hukumnya dengan nasabah atau debiturnya,
dan yang terjalin dalam bentuk perjanjian
pembiayaan (kontrak pembiayaan). Sebagai
hubungan hukum perjanjian, maka hak dan
kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut
penting sekali untuk diwujudkan dalam rangka
mencapai kepentingan  hukum  bersama,
perlindungan hukum, serta pada giliran
akhirnya dalam mewujudkan kesadaran hukum
dalam masyarakat.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Jaminan Fidusia telah berkembang demikian
cepat dan pesatnya dalam praktik kegiatan
bisnis di Indonesia yang pertama kali tumbuh
melalui yurisprudensi dalam sistem hukum,
oleh karena ketika itu belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya.

Djaja S. Meliala, menjelaskan perkembangan
Jaminan Fidusia berdasarkan yurisprudensi,
sebagai  berikut:“Fidusia  atau  Fiduciaire
Eigendom Overdracht (FEO) ialah jaminan hak
milik berdasarkan kepercayaan, yang
merupakan suatu bentuk jaminan atas benda
bergerak di samping gadai, yang lahir dari
yurisprudensi. Di Indonesia yang menjadi dasar
hukumnya adalah Bataafsche Petroleum
Maatschapij Arrest tanggal 25 Januari 1929,
dan sekarang telah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia.”?

Fidusia vyang lahir dari yurisprudensi
tersebut pada mulanya adalah reaksi terhadap
kelemahan Gadai yang diatur dalam Pasal 1152
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.
Perdata).  Subekti  berpendapat bahwa
Fiduciaire Eigendom Overdracht yang sudah
diakui berdasarkan Arrest Hoge Raad 1929 itu
merupakan perjanjian yang lain dari perjanjian
gadai.’

Sumber hukum melalui yurisprudensi
tersebut kemudian menjadi suatu peraturan
perundang-undangan yakni Undang-Undang
No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
menyebabkan sumber-sumber hukum
yurisprudensi  dan  peraturan perundang-
undangan menjadi bagian penting yang patut
dipahami sebagai latar belakang dalam
penelitian ini.Yurisprudensi maupun peraturan
perundang-undangan adalah sumber-sumber
hukum vyang berlaku. Riduan Syahrani
menjelaskan bahwa yurisprudensi adalah
putusan hakim (pengadilan) yang memuat
peraturan sendiri, kemudian diikuti dan
dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain
dalam perkara yang sama.’

3 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang
Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung,
2008, hal. 59

* Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hak
Jaminan Atas Tanah, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 78

® Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari lImu Hukum, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 118
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Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, praktik-
praktik tentang Fidusia yang ketika itu
dinamakan dengan Fiducigire  Eigendom
Overdracht (FEO) menggunakan dasar hukum
yurisprudensi, tetapi dengan diberlakukannya
Undang-Undang No. 1999, dasar hukumnya
ialah peraturan perundang-undangan.Subjek
hukumjaminan fidusia ialah para pihak baik
berupa orang perseorangan maupun badan
hukum dengan pihak lainnya yakni Perusahaan
Pembiayaan dalam suatu hubungan hukum
perjanjian atau kontrak. Khotibul Umam
menjelaskan bahwa:“Perusahaan pembiayaan
melakukan kegiatan usaha dalam bentuk Sewa
Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit,
dan/atau Pembiayaan Konsumen. Dengan kata
lain, perusahaan pembiayaan hanya dapat
melakukan empat kegiatan, baik salah satu atau
dapat memilih dua, bahkan lebih yang lazim
disebut sebagai perusahaan Multifinance.”®

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Jaminan Fidusia di
Indonesia?

2. Bagaimana Hubungan Hukum Perusahaan
Pembiayaan dalam Jaminan Fidusia?

C. Metodologi Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif.

PEMBAHASAN
A. Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas
benda bergerak baik yang berwujud maupun
tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
yang tetap berada di dalam penguasaan
pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan
uang tertentu, yang memberikan kedudukan
yang diutamakan kepada Penerima Fidusia
terhadap kreditor lainnya.Lembaga pembiayaan
tidak mengambil risiko terhadap objek
perjanjian, dan lewat Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
kemudian memberikan  kekuatan hukum

® Khotibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan, Hak dan
Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan,
Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 4
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kepada lembaga pembiayaan untuk selalu
menjaga objek lewat jaminan fidusia meskipun
objek tersebut berada pada penguasaan
kreditor. Jaminan Fidusia tumbuh dan
berkembang terlebih dahulu dari yurisprudensi,
yang bertitik tolak dari ketentuan Gadai
menurut Pasal 1152 ayat (2) KUH. Perdata, yang
menyatakan bahwa kekuasaan atas benda yang
digadaikan tidak boleh berada pada pihak
debitur. Konsekuensi dari ketentuan ini, debitur
tidak dapat memanfaatkan benda atau barang
yang digadaikan.

Pengaturan tentang Jaminan Fidusia dengan
demikian berkaitan erat dengan beberapa
pengaturan perundang-undangan, yakni
Pertama, sebagai reaksi atas hambatan dari
ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH. Perdata.
Kedua, sebagai penemuan hukum melalui
yurisprudensi, serta ketiga, dengan lahirnya
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia.

Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
menyatakan bahwa: Jaminan Fidusia
merupakan perjanjian ikutan dari suatu
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban
bagi para pihak untuk memenuhi suatu
Prestasi.” Ketentuan ini diberikan
penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan
“prestasi” dalam ketentuan ini adalah
memberikan sesuatu, yang dapat dinilai dengan
uang. Ketentuan Pasal 4 ini memiliki beberapa
unsur penting yakni Jaminan Fidusia merupakan
perjanjian ikutan, serta Jaminan Fidusia
menimbulkan kewajiban bagi para pihak.

Konsep perjanjian penting sekali dibahas
terlebih dahulu sebelum membahas tentang
perjanjian ikutan. Perjanjian atau kontrak
menurut Ahmadi Miru diartikannya sebagai
suatu peristiwma hukum di mana seorang
berjanji kepada orang lain atau dua orang saling
berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu.” Djaja S. Meliala merumuskan bahwa
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan
mana dua orang atau lebih saling mengikatkan
diri untuk melaksanakan suatu hal dalam
lapangan hukum kekayaan.®

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian
ikutan dari suatu perjanjian pokok yang berarti
apabila perjanjian pokok telah lunas, dengan

7 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 2
® Djaja S. Meliala, Op Cit, hal. 81
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sendirinya perjanjian ikutan juga menjadi lunas,

dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya

bahwa perjanjian pembebanan Jaminan Fidusia
tidak selamanya dibuat dengan akta notaris,
yang berarti dapat pula dilakukan dengan akta

di bawah tangan seperti pada perjanjian

pembiayaan dengan dibebani Surat Bukti

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
Jaminan Fidusia ditentukan untuk dilakukan

pendaftarannya sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 11 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No.

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

sebagai berikut:

(1) Benda vyang dibebani dengan Jaminan
Fidusia wajib didaftarkan.

(2) Dalam hal benda yang dibebani dengan
jaminan fidusia berada di luar wilayah
negara Republik Indonesia, kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tetap berlaku.

Ketentuan Pasal 11 tersebut diberikan
penjelasannya bahwa, pendaftaran Benda yang
dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan
di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan
pendaftarannya mencakup benda, baik yang
berada di dalam maupun di luar wilayah negara
Republik Indonesia untuk memenuhi asas
publisitas, sekaligus merupakan jaminan
kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai
benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Proses pendaftarannya tentu saja terkait
dengan tempat pendaftaran, yang ditentukan
pada Pasal 12 ayat-ayatnya dari Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, bahwa:

(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan
pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

(2) Untuk pertama kali, kantor Pendaftaran
Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah
kerja mencakup seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) berada dalam
lingkup tugas Departemen Kehakiman.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor
Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan
penetapan wilayah kerjanya diatur dengan
Keputusan Presiden.

Berkaitan erat dengan pendaftaran Jaminan
Fidusia menurut Undang-Undang No.l 42 Tahun

1999, ditentukan pada Pasal 13 ayat-ayatnya,

sebagai berikut:

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa
atau wakilnya dengan  melampirkan
pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) memuat:

a. ldentitas pihak Pemberi dan Penerima
Fidusia;

b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia,
nama dan tempat kedudukan notaris
yang membuat akta Jaminan Fidusia.

c. Data perjanjian pokok yang dijamin
fidusia.

d. Uraian mengenai Benda yang menjadi
objek jaminan fidusia.

e. Nilai jaminan

f. Nilai Benda vyang menjadi objek
Jaminan Fidusia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat
Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia
pada tanggal yang sama

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya
pendaftaran diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud
tersebut ialah Peraturan Pemerintah No. 86
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia, yang pada Penjelasan
Umumnya menjelaskan antara lain,
berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat
(4) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, perlu diatur tata cara
pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya
pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Proses
pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan
pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris
yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor
Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran
Fidusia adalah Kantor yang menerima
permohonan pendaftaran jaminan Fidusia,
menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat
Jaminan Fidusia.gPengaturan tentang Jaminan
Fidusia dan implementasinya pada perusahaan
pembiayaan merupakan bagian penting dari

° Lihat Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Penjelasan Umum)
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aspek-aspek hukum yang lebih lanjut dibahas
pada bagian berikut ini.

B. Hubungan Hukum Perusahaan Pembiayaan
dalam Jaminan Fidusia

Hubungan hukum antara perusahaan
pembiayaan dengan konsumen sebagai
nasabahnya adalah hubungan hukum perjanjian
atau hukum kontrak, yang mempunyai
kesamaan prinsip-prinsipnya dengan perjanjian
kredit bank, yaitu mencakup jaminan utama,
jaminan pokok, jaminan tambahan.™

Perihal jaminan utama, sebagai pembiayaan
dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah
kepercayaan dari perusahaan pembiayaan
konsumen  (kreditur) kepada konsumen
(debitur), bahwa pihak konsumen dapat
dipercaya dan sanggup membayar secara
berkala atau angsuran sampai lunas atas
pembiayaan yang telah diterimanya. Di sini,
perusahaan pembiayaan konsumen vyang
menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku
dalam perkreditan, yakni 5C of Credit, yaitu
Collateral,  Capacity,  Character, Capital,
Condition of economy.

Berikutnya ialah jaminan pokok, untuk lebih
mengamankan dana vyang telah diberikan
kepada konsumen, perusahaan pembiayaan
konsumen biasanya meminta jaminan pokok,
yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana
dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika
dana dari perusahaan pembiayaan konsumen
oleh konsumen digunakan untuk membeli
mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi
jaminan pokoknya.

Selain jaminan utama berupa kepercayaan
dan jaminan pokok, masih ada lagi jaminan
tambahan, yang dalam praktik, perusahaan
pembiayaan konsumen meminta jaminan
tambahan atas transaksi pembiayaan
konsumen. Biasanya jaminan tambahan
terhadap transaksi pembiayaan konsumen
seperti ini berupa pengakuan utang (promissory
notes), atau kuasa menjual barang, dan
assignment of proceed (cessie) dari asuransi.

Hubungan hukum tersebut terjalin antara
perusahaan pembiayaan konsumen dengan
konsumen, yang menempatkannya masing-
masing sebagai kreditur dan debitur, berkenaan
dengan pemenuhan perjanjian atau kontrak.
Pelaksanaan perjanjian atau kontrak

10 Sunaryo, Ibid, hal. 105
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merupakan prestasi, yaitu suatu hal yang harus
ditunaikan sesuai dengan isi yang telah
disepakati bersama dalam perjanjian. Ahmadi
Miru menjelaskan, kewajiban memenuhi apa
yang dijanjikan itulah yang disebut dengan
prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak
atau bahkan kedua belah pihak tidak
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
perjanjian yang telah dibuatnya, itulah yang
disebut dengan wanprestasi."

Hubungan hukum antara perusahaan
pembiayaan dengan  konsumen  selaku
nasabahnya sebagai hukum  perjanjian,
menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu
apabila salah satu pihak tidak melaksanakan
atau tidak memenuhi apa yang telah disepakati
bersama dalam suatu perjanjian. Akibat hukum
atau konsekuensi hukum tersebut adalah
wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu
pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah
diperjanjikan.

Wanprestasi menyebabkan salah satu pihak
menderita kerugian, dan kerugian seperti itu
dalam dunia bisnis, hanyalah ditekan
sedemikian rupa agar tidak menimbulkan
kerugian bagi pengembangan bisnis, yang
didalam hal ini perusahaan pembiayaan
menderita kerugian oleh karena nasabahnya
melakukan  wanprestasi. Pada  dasarnya,
wanprestasi itu dapat berupa sama sekali tidak
memenuhi  prestasi, atau prestasi yang
dilakukan tidak sempurna, atau karena
terlambat memenuhi prestasi, atau karena
melakukan apa yang dilarang oleh perjanjian
untuk dilakukan.

Nasabah sebagai debitur vyang telah
memperoleh  kredit kendaraan bermotor
seperti mobil dari perusahaan pembiayaan,
berdasarkan perjanjian yang telah disepakati
bersama mempunyai kewajiban membayar
sejumlah dana secara angsuran sebagaimana
yang telah ditentukan. Kewajiban ini menjadi
beban nasabah, oleh karena setiap waktu yang
ditentukan harus memenuhi prestasinya, yaitu
membayar angsuran. Kadangkala dapat terjadi,
nasabah terlambat membayar angsuran sesuai
jadwal atau jangka waktu vyang telah
ditentukan, atau nasabah membayar pada
waktu tertentu tetapi jumlahnya tidak cukup,
bahkan nasabah itu sendiri menunggak

™ Ahmadi Miru, Op Cit, hal. 67
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pembayarannya sebagai kewajiban yang harus
ditunaikannya.

Objek perjanjian pembiayaan konsumen
seperti pengadaan mobil atau sepeda motor
dalam hubungan hukum pembiayaan, menjadi
jaminan yang dapat sewaktu-waktu ditarik
kembali oleh  perusahaan  pembiayaan
manakala debitur melalaikan tunggakan
pembayarannya. Semakin lama dan besarnya
tunggakan, semakin besar pula peluang ditarik
secara paksa oleh perusahaan pembiayaan
sebagaimana sering terungkap perampasan
mobil atau sepeda motor oleh sekelompok
orang tertentu selaku penagih (debt collector)
di jalanan atau di tempat parkir tertentu.

Kendaraan bermotor sebagai jaminan
tersebut menggunakan modal atau konsep
jaminan fidusia, yakni barang atau benda
jaminannya telah dalam penguasaan debitur
meskipun belum lunas sampai jangka waktu
tertentu. Namun, apabila timbul wanprestasi,
seperti menunggak pembayaran angsuran
bulanan, sampai beberapa bulannya, maka
objek jaminan tersebut masih rentan terhadap
pengambilan  kembali oleh  perusahaan
pembiayaan yang bersangkutan. Aspek hukum
jaminan fidusia dalam hal ini menunjukkan
bahwa kepemilikan oleh nasabah debitur baru
sebatas sementara, serta campur tangan secara
hukum oleh perusahaan pembiayaan masih
besar.

Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan
belum menerbitkan dan/atau mengurus proses
pembuatan surat Bukti Pemilikan Kendaraan
Bermotor (BPKB), ketika sedang dalam jangka
waktu pembayaran angsurannya. Lain halnya
jika pada waktunya, angsuran tersebut belum
dilunasi, maka penguasaan atas objek jaminan
fidusia sudah benar-benar beralih kepada
nasabah atau debitur yang bersangkutan.

Perusahaan pembiayaan yang merupakan
bagian dari Lembaga Pembiayaan dalam
menjalankan kegiatan usahanya pun ditentukan
dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun
2011. Pengaturan dan pengawasan oleh
Otoritas Jasa Keuangan, ditentukan pada
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 pada Pasal
55 ayat (1), bahwa sejak tanggal 31 Desember
2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri
Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan Otoritas Jasa
Keuangan.12

Pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang
mengatur dan mengawasi tersebut,
menyebabkan  hubungan  hukum antara
perusahaan pembiayaan dengan nasabahnya
menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
dalam mengatur dan mengawasinya untuk
mewujudkan  perlindungan  hukum  dan
kepastian hukum dalam hubungan hukum
perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

PENUTUP
A. Kesimplan

1. Jaminan fidusia dengan objek utamanya
ialah benda-benda bergerak tumbuh dan
berkembang dalam sistem hukum di
Indonesia bertolak dari ketentuan Gadai
dalam KUH. Perdata, yang menentukan
objek gadai harus berpindah dalam
penguasaan kreditur. Konsekuensi
hukum ketentuan ini menyebabkan
pelaku usaha (pengusaha) di sektor
rumah makan, atau perusahaan
angkutan seperti mobil barang atau
penumpang, akan kesulitan oleh karena
objeknya harus berpindah ke tangan
kreditur. Melalui yurisprudensi tanggal
18 Agustus 1932, putusan hakim
membolehkan objek gadai tetap berada
pada tangan debitur, dan dalam
perkembangannya yurisprudensi
tersebut menjadi Undang-Undang No. 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Perusahaan pembiayaan adalah
perusahaan vyang kegiatan usahanya
hanya meliputi: Sewa Guna Usaha
(Leasing), Anjak Piutang (Factoring),
Usaha Kartu Kredit (Credit Card), dan
Pembiayaan Konsumen (Consumer
Finance), yang merupakan perusahaan
yang menerapkan sistem Jaminan Fidusia
dalam hubungan hukumnya dengan
nasabah atau debiturnya, dan vyang
terjalin  dalam  bentuk  perjanjian
pembiayaan (kontrak  pembiayaan).
Sebagai hubungan hukum perjanjian,

2 Lihat UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Pasal 55 ayat (1).
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maka hak dan kewajiban para pihak
dalam perjanjian tersebut penting sekali
untuk  diwujudkan  dalam  rangka
mencapai kepentingan hukum bersama,
perlindungan hukum, serta pada giliran
akhirnya dalam mewujudkan kesadaran
hukum dalam masyarakat.

B. Saran

Hukum Jaminan Fidusia yang diatur dengan
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dalam
implementasinya dengan perusahaan
pembiayaan, perlu untuk meninjau kembali
dasar hukum perusahaan pembiayaan yang
hanya diatur dengan Peraturan Presiden No. 9
Tahun 2009, untuk dapat ditingkatkan menjadi
Undang-Undang.

Perlu mewujudkan hubungan hukum
yang seimbang antara perusahaan pembiayaan
dengan debitur atau nasabahnya, sehingga
tidak memuat klausul yang memberatkan
nasabahnya.
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